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RINGKASAN 

Sistem hukum kewarisan di Indonesia sangat beragam yang ini didasari 

oleh adanya aneka warna hukum di Indonesia. Hukum kewarisan Islam sebagai 

salah satu warna hukum nasional mengatur secara terperinci tentang pembagian 

waris. Selain menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa 

bagian masing-masing ahli waris, dan kapan harta peninggalan boleh dibagi. 

Indonesia yang sebagian penduduknya beragama Islam selalu menjadikan 

Islam sebagai sendi yang memegang peranan signifikan dalam berbagai 

kehidupan. Sebagai seorang muslim tentu dituntut untuk melaksanakan Islam 

secara kafah, termasuk melaksanakan ketentuan hukum kewarisan. Dalam konteks 

Indonesia, seorang muslim dihadapkan pada adanya dualisme dalam hukum 

nasional yaitu hukum positif dan hukum Islam yang antara keduanya di samping 

terdapat hukum yang sama, terdapat juga hukum yang berbeda. 

Salah satu hukum dalam hukum nasional yang memiliki perbedaan antara 

yang terdapat dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan hukum 

Islam adalah berkaitan dengan pembagian harta peninggalan PNS muslim. Di satu 

sisi harta peninggalan PNS muslim diatur dalam hukum  positif sementara di sisi 

lain hukum Islam juga mengatur terkait dengan aturan kewarisan bagi seorang 

muslim termasuk PNS muslim. 

Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang 

meninggal. Dalam konteks PNS muslim, maka harta peninggalan PNS wujudnya 

akan ada setelah PNS itu meninggal dunia. Inilah jenis harta yang terkait dengan 

ke PNS-annya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis harta 

peninggalan ini adalah a) jaminan pensiun; b) jaminan hari tua; c) gaji terusan; d) 

pengembalian tabungan perumahan (taperum) PNS e) jaminan kematian berupa: 

uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa; Selain 

itu, juga PNS muslim meninggalkan harta peninggalan lainnya yang keberadaan 

harta peninggalan tersebut tidak ada kaitannya dengan kepegawaiannya. Jenis 

harta peninggalan ini wujudnya sudah ada dimiliki dan dikuasai dikala PNS 

muslim tersebut masih hidup seperti rumah, tanah, kendaraan dan jenis harta 

lainnya yang dibeli dari gaji yang ia dapatkan setiap bulan atau sumber lainnya. 

Yang pertama adalah harta peninggalan khusus (HPK) PNS muslim, dan yang 

kedua adalah harta peninggalan umum (HPU) PNS muslim.  

Pembagian HPK PNS muslim kepada ahli waris tidak diberikan secara 

merata, atau tidak semua ahli waris mendapatkan harta peninggalan PNS muslim. 

Sistem pemberian HPK PNS muslim diberikan dengan memakai sistem hierarki 

atau urutan dalam waris. Jika ahli waris yang berada diurutan pertama masih ada, 

maka ahli waris kedua dan selanjutnya tidak berhak mendapatkan harta 

peninggalan khusus PNS muslim tersebut. Hukum kewarisan Islam tidak 

mengenal aturan harta waris terkonsentrasi hanya pada satu orang ahli waris dan 

disusun secara hierarki. Ahli waris secara rinci sudah diatur sesuai dengan 

kedudukannya masing-masing.  

Hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang mengatur harta 

peninggalan PNS muslim dengan  mengkonsentrasikan pada satu atau beberapa 

ahli waris dan melupakan ahli waris lain diduga bertentangan secara filosofis, 
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yuridis dan sosiologis. Secara filosofis pembagian harta peninggalan khusus PNS 

muslim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak 

mengandung unsur keadilan. Dengan kata lain, aturan hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan tentang harta peninggalan PNS dalam tataran 

filosofis belum memadai untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang 

mungkin muncul dalam masyarakat (ahli waris). Padahal hukum memiliki fungsi 

melayani kepentingan masyarakat. Aturan hukum memiliki aspek kepastian 

hukum dan juga harus memenuhi kebutuhan akan keadilan. Posisi janda/duda dari 

PNS muslim yang meninggal dunia dalam peraturan perundang-undangan terkait 

dengan HPK (harta peninggalan khusus) PNS muslim ditetapkan sedemikan rupa, 

sehingga ia satu-satunya ahli waris yang mendapat harta (secara urutan), dan ahli 

waris lainnya tidak memperoleh hak dari HPK PNS muslim. Aturan ini 

mengandung unsur ketidakadilan.  

Secara yuridis, aturan harta peninggalan PNS muslim belum memenuhi 

kepastian hukum karena ada hukum syar’i yang dilanggar, yakni hak-hak ahli 

waris. Sekalipun norma hukum tentang pengaturan pembagian harta peninggalan 

PNS muslim dapat mewujudkan kepastian hukum, namun belum mewujudkan 

penciptaan hukum Islam. Inilah yang dikatakan kepastian hukum yang 

mengandung pengertian tidak pasti. Konsep kepastian hukum mengandung 

sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum 

ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan 

individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Aspek dari kepastian 

hukum memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya 

pelaksanaaan hukum termasuk pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi seorang 

muslim. Adapun, secara sosiologis, pengaturan tentang harta peninggalan khusus 

PNS muslim belum merefleksikan dan mengakomodasikan living law (hukum 

Islam) yang sejatinya sudah lama dipraktikkan dalam masyarakatt muslim di 

Indonesia.   

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian berupa disertasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Teori Tujuan Hukum 

2. Teori Pemberlakuan Hukum   

3. Teori Qiyas 

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian hukum, di mana 

penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi norma-norma dan asas-asas 

hukum dari berbagai hukum yang mengatur tentang kewarisan. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan filsafat hukum (philosophical approach), 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan, maka temuan 

dalam disertasi ini menunjukkan bahwa:  

1. Karakteristik HP PNS muslim di Indonesia menurut peraturan perundang-

undangan terdiri dari harta peninggalan berbentuk hak yang bersifat 

kebendaan, kumpulan iuran wajib PNS ketika aktif beserta hasil 

pengembangannya dalam bentuk asuransi sosial, harta peninggalan ada yang 

berwujud gaji bulanan berupa jaminan pensiun janda/duda dan gaji terusan, 
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dan ada pula yang berwujud uang sekaligus berupa jaminan hari tua, tabungan 

perumahan PNS dan jaminan kematian seperti santunan sekaligus,  uang duka,  

biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Hak kepemilikan HP PNS bersifat 

terbatas, tidak permanen dan munculnya atau didapatkan pada waktu tertentu 

setelah PNS muslim meninggal dunia.  

Dilihat dari waktu kepemilikan dan dikaitkan dengan sumber HP PNS muslim,  

ada dua jenis kepemilikan. Pertama, harta peninggalan yang munculnya atau 

didapatkan pada saat PNS muslim meninggal dunia. Harta tersebut berupa gaji 

terusan dan jaminan kematian yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka, 

biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. HP PNS diperoleh dari santunan 

yang merupakan penghargaan pemerintah kepada keluarga atau ahli waris 

PNS. Dalam hukum Islam harta tersebut termasuk harta hibah, hibah dari 

pemerintah kepada ahli waris atau keluarga PNS muslim. Kedua, harta 

peninggalan yang dimiliki (diperoleh) pada saat hidup atau aktifnya PNS, 

namun tidak langsung dikuasai pewaris. Ia merupakan kumpulan iuran wajib 

bulanan PNS beserta hasil pengembangannya yang dikelola PT Taspen atau 

badan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial. HP PNS 

muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian 

tabungan perumahan PNS ini berdasarkan teori pemberlakuan hukum Islam 

dan teori qiyas, termasuk kategori tirkah atau harta waris dan harta bersama.  

2. Pembagian HP PNS muslim di Indonesia dengan cara:  

a.  HP PNS muslim berupa gaji terusan dan jaminan kematian seperti santunan 

sekaligus, uang duka, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa, 

pembagiannya merujuk pada peraturan perundang-undangan dengan cara 

hierarki (sistem penunjukan) yakni prioritas pertama kepada janda/duda, 

kedua kepada anak (jika tidak ada janda/duda), ketiga kepada orang tua 

(jika tidak ada janda/duda dan anak). Hal ini sejalan dengan hukum hibah 

Islam.   

b. HP PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua dan 

pengembalian uang taperum PNS yang dalam peraturan perundang-udangan 

dibagi secara hierarki di samping tidak memberikan keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum bagi semua ahli waris PNS muslim, juga, bertentangan 

dengan hukum Islam, sebab harta ini dalam Islam berstatus tirkah atau harta 

waris dan harta bersama yang pembagiannya seyogianya menggunakan 

hukum kewarisan Islam (ilmu faraidh). Artinya, seluruh ahli waris berhak 

mendapatkan HP PNS muslim tersebut. Maka,  pembagian HP PNS muslim 

dalam hal ini, janda/duda PNS mendapat bagian harta bersama ½ (separuh) 

dari uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan taperum PNS, kemudian ½  

(separuh) lagi dibagi kepada semua ahli waris termasuk janda/duda sebagai 

istri/suami pewaris.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis kemukakan adalah    

sebagai berikut: 

1. Peraturan perundang-undangan tentang pembagian HP khusus PNS di 

Indonesia terkait dengan hak-hak keluarga PNS muslim sudah saatnya direvisi, 

karena aturan tersebut menimbulkan problem hukum dalam hukum kewarisan 

Islam. Problem tersebut terkait dengan pembagian harta peninggalan khusus 
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PNS muslim. Peraturan yang perlu direvisi yaitu Undang-Undang RI Nomor 

11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 

terutama pada Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2), Undang-Undang RI Nomor 11 

Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 22 dan 23, Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah  menjadi Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Asuransi Sosial Pegawai Negeri 

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan perundang-undangan tersebut 

berkaitan dengan pembagian harta peninggalan PNS muslim berupa jaminan 

pensiun bulanan dan tabungan hari tua yang seharusnya sesuai dengan hukum 

kewarisan Islam dibagi kepada ahli waris lainnya dan tidak hanya dikhususkan 

pada salah satu ahli waris saja. 

2. Kepada para hakim agama di lingkungan Peradilan Agama agar dalam 

memutus perkara terkait sengketa HP PNS tidak hanya merujuk kepada 

peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berpedoman kepada aturan  

dalam hukum kewarisan Islam kontemporer.  
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ABSTRACT 

 

Indonesia legislation has regulated the right of civil servants’ heirs who 

died by giving priority rights and hierarchy, and overriding other heirs. 

Meanwhile, in Islamic inheritance law, the right of heirs is regulated in such a 

way without prioritizing an heir. 

The problem formulations of this dissertation are: (1) How is the 

characteristics of Muslim Civil Servants inheritance in Indonesia? (2) How is 

distribution of Muslim Civil Servants inheritance in Indonesia?  

This dissertation is law research, by identifying norms and principles of 

various legal laws that govern inheritance. This research used law philosophy 

approach, statute approach, case study and conceptual approach. Furthermore, the 

law material source used were primary, secondary and tertiary legal materials 

based on normative-prescriptive. Analysis of legal materials findings using  by 

juridical-qualitative analysis methods. 

The findings revealed that the characteristic of Muslim civil servants' 

inheritance is property rights, pension fund, in the form of monthly salaries and 

limited property rights at certain times. After civil servants die, their inheritance is  

as continuous salary and death security are distributed in line with Islamic grant 

law. Muslim Civil Servants’ inheritances, such as pension security, retirement 

security and housing saving are based on the theory of Islamic law and qiyas 

theory, it is included into Tirkah. The laws and regulations Civil servants' 

inheritance that are divided hierarchy does not reflect justice, benefit, legal 

security and it is contrary to Islamic law, because this property is Tirkah and its 

distribution should use Islamic inheritance law. All heirs have rights to get 

Muslim civil servant inheritance. Widows / widowers get a share of shared assets 

½ (half) of collateral pensions, retirement security and housing saving, then the 

rest, ½ (half) are shared with all heirs.  

 

Keywords: distribution,  inheritance,  muslim civil servants,  Indonesia 
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